
Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 5 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BAPPEOA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ITAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir

dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999, perlu dilakukan penataan dan penyesuian kembali dengan berpedoman pada Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dibidang pengawasan, perencanaan serta penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik maka organisasi dan tata kerla Inspektorat,

Bappeda serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan penataan dan
penyesuaian kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tenlang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerinlah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah

dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.

Tahun '1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat

I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 94,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Tahun 1974 Nomor 55 T.L.N. Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);
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undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negarahepublik Indon-esia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Unding-Undang Nomc,
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas-Undang-Undang Nomor 32 lahun 2-004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republili lndoneiia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4g44):
undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusar
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiki lndonesii Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 T:hun 2007 tentacg pembagian Urusan pemerintal,an antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang organisasi perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8g rambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741 );
Peraluran Daerah Provinsi sulawesi renggara Nomor 2 Tahun 200g tentang urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintahan Daerah provinsi sulawesi Tenglara.

Menetapkan

7.

Dengan Persetujuan Bersama

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEMH
PROVINSI SULAWESI TENGGAM

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSMN :

PEMTURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara;
4. Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah provinsi selaniutnya disebut DpRD adalah De,r,.ir-

Peruakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri al:?

sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DpRD provinsi, Dinas provinsi dan Lem-bao" .

Provinsi;
6 . sekretariat Daerah Provinsi adalah sekretarial Daerah provinsi sulawesi renggara;7. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi fenggJr;;S Sekretariat DPRD adalah Sekrelariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerati- provinsi Sulawesr

Tenggara ;

9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sulawesi
Tenggara ;

10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengafur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan ;

11. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dad
Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari Pemerintah
Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan fugas tertentu ;

12. Lembaga Teknis Daerah adalah Iembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Rumah Sakit Umum Provinsi adalah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara;
15. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan acialah

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi
Sulawesi Tenggara;

16. Sekretariat Pelaksana Badan Narkolika adalah Sekretariat Pelaksana Badan Narkotika Provinsi
Sulawesi Tenggara;

17. Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas :

a. Inspektorat;
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:
1. Badan Lingkungan Hidup;

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

3. Eadan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
7. Badan Penelitian dan Pengembangan;
B. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;

9. Badan Ketahanan Pangan;
'10. Badan Penanam Modal Daerah,
1 1 . Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
12. Rumah Sakit Umum Provinsi;
13. Rumah Sakit Jiwa.

d. Lembaga lain yang merupakan bagian Perangkat Daerah terdiri dai-i :

1. Sekretariat Eadan Koordrnasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi;
3. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga
Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana
tercantum pada lampiran I s/d XVlll Peraturan Daerah ini.
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BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN
DAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA

TEKNIS DAERAH PROVINSI

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur;
Lembaga Teknis Daerah mempunyai lugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan, Kantor dan
Rumah Sakit;
Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan r.ian yano
berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kanlor, sedangkan yang berbentqk Rr;r,
oleh Direktur;
Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada
Gubemur dan secara teknis administralif mendapat pembinaan dari sekretaris Daeiah; 

-

Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah provinsi.

Pasal 4

Dalam rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), Lembaga Teknis
Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebi.jakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya ;

pembinaan dan pelaksanaan lugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA
TEKNIS DAEMH

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah terdiri atas :

a. Kepala;
b. Sekretariat;
c. Bidang;
d. Sub Bagian/Sub Bidang;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

12\ Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Sub Bidang

kgian Pe

Inspekto

Pasal t

(1) Inspektorat terdiri atas :

a. Inspeklur;

b. Sekretariat;
c. Inspektur Pembantu Wilayah | ;

d. lnspektur Pembantu Wilayah ll;
e. lnspektur Pembantu Wilayah lll ;

f. Inspektur Pembantu Wilayah lV;

g. KelompokJabatan FungsionalAuditor.

(21 Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud p

Inspektur Pembantu yang bertanggungjawab lanc

(3) Sekretariatdipimpin oleh seorang Sekrelaris yan,

Inspektur.

Pasal

Sekretariat terdiri dari :

Sub Bagian Perencanaan;
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bag

kepada Sekretaris.

Pasal

Inspektur Pembantu Wilayah lterdiri dari :

a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembar
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerir
c. Seksi Pengawas Pemerinlah Bidang Kemas;

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
lnspektur Pembantu Wilayah ..

Pasal

(1) Inspektur Pembantu Wilayah llterdiri dari :

a. Seksi Pengawas Pemerinlah Bidang Pemb;
b. Seksi Pengawas Pemerinlah Bidan(; Pemer
c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemas

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
Inspektur Pembantu Wilayah ll.

Pasal '

(1) lnspektur Pembantu Wilayah lll terdiri dari :

a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembi
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemer

c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kema:
(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

Inspektur Pembantu Wilayah lll.

vat (1) dipimpin oleh seorang kepala
..:pada Inspektur;

: dibawah dan bertanggungjawab kepada

I berada dibawah dan bertanggungjawab

'1.

dibawah dan be(anggungjawab kepada

:il.
dibawah dan bertanggungjawab kepada

:1.

oibawah dan bertanggungjawab kepada

(5)

(6)

c.

d.

(1)
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(1)

Pasal 1'l

(1) Inspektur Pembantu Wilayah lV terdiri dari :

a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
lnspektur Pembantu Wlayah lV.

Bagian kedua

. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 12

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;

Bidang Ekonomi;
Bidang Sosial Budaya;

Bidang Pemantauan dan Evaluasi;
Bidang Fisik dan Prasarana;
Bidang Pengembangan Wilayah:
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.

Pasal 13

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Perencanaan.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal 1 4

Bidang Ekonomi terdiri dari :

a. Sub Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;
b. Sub Bidang Perindag, Koperasi dan Keuangan Daerah.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 15

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dar Kebudayaan;

b. Sub Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kependudukan.
Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Pasal tG

('l) Bidang Pemantauan dan Evaluasi lerdiri dari :

a. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan;
b. Sub Elidang Monitoring, Evaluasi dan Perencanaan Makro.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 17

(1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;

b. Sub Bidang Perhubungan.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

Pasal 18

(1) Bidang Pengembangan Wilayah terdiri dari :

a. Sub Bidang Penataan Ruang;

b. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah.

Bagian Ketiga

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 19

(1) Badan Lingkungan Hidup terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;
c. Bidang Tata Lingkungan dan Amdal;

d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah;

e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan;

f. Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan;
g. Unit Pelaksana Teknis Badan;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

bertanggung iawab langsung kepada Kepala Badan;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertangguligj".

kepada Kepala Badan.

Pasal 20

(1) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Keuangan;
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c. Sub Bagian Umumdan Kepegawaian.(21 sub Bagian dipimpin 
. 
oreh ieorang Kepara sub Bagian yang berada dibawah ,,ln

oertanggungjawab kepada Sekretaris.

pasal 21

('l) Bidang Tata Lingkungan ctan Amdat terdiri dari :

a. Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan;
b. Sub Bidang Amdal.

(2) Sub Bidang rlipimpin oreh s_eorang Kepara Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdai 

'

Pasal 22

( 1 ) Bidang Pengendalian pencemaran Lingkungan dan pengelotaan Limbah terdiri dari :a. Sub Bidang pengendalian pencemarin Ungkungjn;
.- b. Sub Bidang pengelolaan Limbah Domestik-Oan g-S.'
(2) sub Bidang dipimpin oreh seorang Kepara sub Bidang yang berada dibawah dan berranggung lawabkepada Kepara Bidang pengendarian pencemarariLingiungan 

oan pengeloraan Limbah.

pasal 23

(1) Bidang Pengendalian Kerusakan dan pemulihan Lingkungan terdiri dari:
a. Sub Bidang pengendalian Kerusakan Lingkun!an;-

.^. ^ b._Sub Eidang pemulihan Lingkungan.
(2) sub Bidang dipimpin oreh seorang.Ke-para Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggLrnglawan

kepada Kepala Bidang pengendalian Kerusakan din'pemulihan Lingkungan.

Pasal 24

Bidang Penaatan dan Komunikasi Lingkungan ierdiri dari :

a 
_Sub 

Bidang Penegakan Hukum Lingiungan;
b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarikat dan Komunikasi Lingrungan.

sub Bidang dipimpin oreh seorang Kepara_ Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggu ry,,. ,,,,:
t<epada Kepala Bidang penataan dan Komunikasi Lingtungan.

Bagian Keenpat

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

Pasal 25

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa terdiri atas :a. Kepala Badan:
b. Sekretariat;
c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
d. Bidang Sosial Budaya dan pemberdayaan Keluarga;e. Bidang Usaha Ekonomi Masvarakat:
f. Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknotogi Tepat Guna;g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dipimpin oteh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungiawab langsung kepada Kepala Badan;

(3) Sekretariatdipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada
Keoala Badan.

Pasal 26

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Peraturan perundang-Undangan;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pisal 27

Bidang Pemerintahan Oesa dan Kelurahan terdiri dari :

a. sub Bidang Fasilitasi Pengembangan Kapasitas pemerintahan Desa/Kerurahan;
b. Sub Bidang Administrasi, Pengelolaan Keuangan, Aset Desa/Kelurahan.

(2) sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepata sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Pasal 28

(1) Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :

a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Tenaga Kerja pedesaan:

b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepata Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Sosial Budaya dan pemberdayaan Keluarga.

pasal 29

(1) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :

a. Sub Bidang Usaha Perkreditan dan Simpan pinjam Masyarakat,
b. Sub Bidang Ekonomi Pedesaan, produksi dan pemasaran.

(2) sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung lawao
kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.

Pasal 30

(1) BidangKelembagaan,SumberDayaAlamdanTeknologiTepatGunaterdiridari:
a. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan pengembangan Kawasan perdesaan;
b. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

(2) sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala'sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

(1)

(2)

(1)

(1)
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Bagian Kelina

Badan pemberdayaan perempuan 
dan

Keluarga Berencana

pasal 3i
(1) Badan pemberdayaan perempuan 

dan Keruarga Berencana terdiri aras :a. Kepala Badan:
b. Sekretariat:
c. Bidang Kualitas Hidup perempuan;

3 3[:13 i:i$:J:fl1-1i l""ln'in dan Perrindunsan Anak;f Bil;;; ffi#;,,::fT:["xT,ffi'ff:xx Sejahreia;

g. Kelompok.lauata'n runl*onli" ""v""qD',

c)-Bid;:lYsB;:i:enrT,?ff;',T,T;,'1fffi1111r:i1;:f 
),,lilflinidipimpin oreh seorans Kepara Bidans

(3) Sekretariat dipimpin olel
xepata Badiri. 

r"' -'''r seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

(1)

(21

Pasal 36

Bidang Kelembagaan, Data dan lnformasi terdiridari :

a. Sub Bidang Kelembagaan;
b. Sub Bidang Data dan Informasi.

sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi.

Bagian Keenam

Badan Kesatuan Bangsa, politik dan
Perlindungan Masyarakat

. Pasal 37

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakal terdiri atas :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
d. Bidang Wawasan Kebangsaan,
e. BidangPerlindunganMasyarakat;
f. Bidang Kelentraman.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;

sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.

Pasal 38

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah j:
kepada Sekretaris.

Pasal 39

(1) Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri dari :

a Sub Bidang Organisasi Politik dan Sosial Kemasyarakatan;
b Sub Bidang Hubungan Lembaga Legislatif dan pemilu.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan be:ta:
kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 40

(1) Bidang Wawasan Kebangsaan terdiri dari :

a. Sub Bidang Pembauran Bangsa;
b. Sub Bidang Ketahanan Bangsa.

(1)

(1) Sekretariat terdiri dari :

Pasat 32

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian perencanaan.

(21 Sub Bagian dipimp
oenanggungjawao dh. i}"i:orang 

Kepala sub Bagian vang berada dibawah dan

pasal 33

(1) Bidang Kualitas Hidup perempuan 
terdiri dari :

i *l llpg eoritirr, sosiaroin sud-aya;

,^, ^ .r_. _Ju0 tstdang Ekonomi.
121 >uo udang.dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidanq yakepadakepala Biaanf nuarrtas Hidup peremouan.- ' ng berada dibawah dan bertanggur, . '

pasal 34

(1) Bidang pemberdayaan p^eremplan dan perlindungan Anakterdiridari:
., lll Pigm9 

pemberdayaan p.r.urprrn, -""'vv"vo'r

,", ^ ,o^:yo Brdang pelindungan 
Anak.

rzl nuo urdang dipimpin oreh 
::Ills,x.puru sub Bidang yang b€rada dibawah dan bertanqqung,awabkepada Kepala Bidang pemberdayaan perempuai,lan perlindungan 

Anak.

pasal 35

(1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :a Sub Bidang Keluarga Eerencana;

,., . 3.^lrb Bidang Ketuaria Seiahtera. 
'

14 ruouOang.dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidanq vanrkepadakepara Bioanf xer,a,s"a a;#;;#|j,JiH g;iil::"*, dan bertanssunsjawab

(21

(3)

(1)

(2)
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(t) ar?gtiqjipimpin oteh seorang Kepata Sub Bictankepada Kepala Bioang w.rrasin i!iJnffi'"""g 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab

pasal 41

(1) Bidang perlindungan 
Masyarakat lerdiri dari :

i #il|fl:i:::1911T sqM satuan Perrindunsan Masyarakat;
(2)sub_Btd:";e"d"id;!.T:t',il;iifl 

ili:iXT,rgli,',kepadakepala Bioang eertinainji'n'n;;;;;;i"g vang berada dibawah dan bertanggungjawab

pasal 42

(1) Bidang Ketentraman lerdiri dari :a. Sub Bidang Analisa Gangguan;

,r, o,..r^,,lro ?dang Evaluasi Ketlijakan.(z/ DUD utoang dipimpin oleh seorang Kepala Sm Lidanokepada KepalaBidang Ketentraman. ' yang berada dibawah dan bertanggungjawab

Bagian Kelujuh

Badan Kepegawaian Daerah

pasal 43

(1) Bad3n Kepegawaian Daerah terdiri atas :a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;

9 pj9*g pengadaan 
dan Mutasi pegawai;

d. Bidang pengembangan;

e. Bidang Dokumentasidan Informasi Kepegawaian;f Bjdang pemberhentian 
dan pensiun,

g. Kelompok Jabatan Fungsionai

o' 
f:'.xltd.t?fffii::r:,T;[lg1:r;;1#1,,dipimpin oreh seorans Kepara Bidans yans

t' 
ffi:t:*i:ipimpin 

oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertangsungjawab kep;rrr:,

pasal 44

(1) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum:
b Sub Bagian Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan dan perencanaan.

(2) sub Bagian dipimpin oreh seorang Kepara sub Bagian yang berada dibawah dari .,i,,ke'ada sekretari' 
, 

pasar 45

(1) Bidang pengadaan 
dan Mutasi pegawai terdiri dari :

I lrf pigrrs Formasi pesawii;
u buo br.ang Mutasi pegawai provinsi dan Kabupaten/Kota.

(2) sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pegawai.

Pasal 16

(1) Bidang Pengembangan terdiri dari:
a. Sub Bidang Mulasi Jabatan;
b. Sub Bidang Pemberdayaan PNS;

(2) sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengembangan.

Pasal 47

(1) Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian terdiri dari .

a. Sub Bidang Dokumentasi Pegawai;
b. Sub Bidang lnformasi Pegawai.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian

' Pasal 48

(1) Bidang Pemberhenlian dan Pensiun terdiri dari :

a. Sub Bidang Kedudukan Hukum;
b. Sub Bidang Pensiun.

(2) sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pemberhentian dan pensiun.

Bagian Kedelapan

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 49

(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
a. Kepala Badan ;

b. Sekretariat;
c. Bidang Diklat Manajemen Pemerintahan;
d. Bidang Diklat Teknik Fungsional;

e. Bidang Diklat Skukturat;
f. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.
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pasal 50

(1) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian perencanan;

b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub gagian Umum, Kepustakaan dan Kepegawaian.

o' *?.tXnJ:U'ffi:;ytn seorans Kepaia sub Basian yans berada dibawah dan bertanssunsjawab

pasal 51

('l) BidangDiklat Manajemen pemerintahan terdiri dari :a. sub Bidang Dikrat Manajemen pembinaan iotitit< Daram Negeri dan Kesatuan Bangsa;b. Sub Bidang Diklat pemerintahan Umum Oan Otonomi Daerai.

(2) sub Bidang dipimpin oreh seorang Kepara s'b Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawabkepada Kepata Bidang Dikht Manaie*en e"merint-alian.

pasal 52

(1) Bidang Diklat Teknis Fungsional terdiri dari:a. Sub Bidang DiklatTeknis;
b. Sub Bidang Diktat Fungsional.

(2) sub Bidang dipimpin oreh seorang Kepara Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungJawabkepada Kepala Bidang Diklat Teknis Fungsional. '

pasal 53

(1) Bidang Diklat Struktural lerdiri dari:

I lrb Bidang Diktat Strukturat Tingkat Dasar;b. Sub Bidang Diklat Strukturat Berienjang.

(2) sub Bidang dipimpin oreh seorang Kepara sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungiawabkepada Kepata Bidang Diktat Slrukiurat.

Pasal 54

(1) Bidang Pengkajian dan pengemoangan 
terdiri dari:

I :rp Bidang pengkajian dan Fengembangan Kurikutum Diktat;b. Sub Bidang pengembangan dan-Kerjasri,a feoif,Ltan.

(2) sub Bidang dipimpin oreh seorang Kepara sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung;awaokepada Kepala Bidang pengkajian dan pengembarigan.'

(1)

(2)

hgian Kesembilan

Badan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 55

Badan Penelitian dan Pengembangan lerdiri atas :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;

c. Bidang Ekonomi oan Keuangan;

d. Bidang Sumber Daya Alam dan Fisik;

e. Bidang Politik, Pemerintahan dan Sosial Budaya;
f. Bidang Dokumentasi dan Informasi;

g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Eidang sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

bertanggunglawab langsung kepada Kepala Badan ;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada

Kepala Badan.

' Pasal 56

(1) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab

keoada Sekretaris.

Pasal 57

(1 ) Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri dari :

a. Sub Bidang Ekonomi;
b. Sub Eidang Keuangan.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Eidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 58

(1) Bidang Sumber Daya Alam dan Fisik lerdiri dari :

a. Sub Bidang Sumber Daya Alam;

b. Sub Bidang Sumber Daya Fisik.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Fisik.

Pasal 59

(1 ) Bidang Politik, Pemerintahan.dan Sosial Budaya terdiri dari '

a. Sub Bidang Politik dan Pemerintahan;

b. Sub Bidang Sosial Budaya.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik, Pemerintahan dan Sosial Budaya.
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(21

(3)

pasal 60

(1) Bidang Dokumentasi dan Informasi terdiri dari :

a. Sub Bidang Dokumentasi:
b. Sub Bidang Informasi

(2) sub Bidang dipimpin oreh r.-?I1g{.rr,. sub B'ang yang berada dibawah dan bertanggungjawabkepada Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi] 
'

Bagian Kesepuluh

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

pasal 61

(1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah terdki afas:a. Kepda Badan:
b. Sekretariat:

? Pi9*S 
Deposit, Pengembangan dan pengolahan Bahan pustaka;

o. tsoang pembinaan perpustakaan;

9 Pilung 
Layanan Perpustakaan, peresrarian Bahan pustaka dan otomasi perpustakaan;

I Pilrng Pengolahan Arsip Dinamis, Statis dan pengemOanlan Xearsipan;g Bidang Pembinaan, pengawasan/SupeMsi dan pjayanan"xearsipan;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang sebagaimana dimaksud paga a.ya! (1) dipimpin oreh seorang Kepara Bidang yangbertanggungiawab langsung kepada Kepala Badan:

sekretariat dipimpin oreh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepadaKepala 8adan.

Pasal 62

(1) Sekretariat lerdiri dari :

a. Sub Bagian perencanaan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 64

(1 ) Bidang Pembinaan Perpustakaan terdki dari :

a. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
b. Sub Bidang Kelembagaan Perpustakaan dan Pennbudayaan Kegemaran Mernbaca.

(2) sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggunglawab
kepada Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan

Pasal 65

(1) Bidang Layanan Perpustakaan, Pelestarian Bahan Pustaka dan Otomasi Perpustakaan terdiri dari :

a. Sub Bidang Layananan Perpustakaan dan pelestarian Bahan pustaka;

b. Sub Bidang Otomasi Perpustakaan.

(2) sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Layanan Perpuslakaan, Pelestarian Bahan Pustaka dan dan Otomasi
Perpustakaan.

Pasal 66

(1) Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Statis dan Pengembangan Kearsipan terdiri dari :

a. Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan Arsip Dinamis;
b. Sub Bidang Pengelolaan Arsip Statis.

(2) sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungiawab
kepada Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Statis dan Pengembangan Kearsipan

Pasal 67

(1) Bidang Pembinaan, Pengawasan/Supervisi dan Pelayanan Kearsipan terdiri dari :

a. Sub Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kearsipan;
b. Sub Bidang Pengawasan/Supervisi Kearsipan.

(2) sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan/Supervisi dan pelayanan Kearsipan.

Bagian Kedua belas
Badan Ketahanan Panoan

Pasal 68

(1) Badan Ketahanan Pangan terdiri atas:
a. Kepala Eadan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
d. Bidang Distribusi Pangan;
e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
'yang

bertanggunjawab langsung kepada Kepala Badan;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Keoala Badan.

(2) sub Bagian dipimpin oreh seorang Kepara sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

Pasal 63

{1) Bidang Deposil pengembangan dan pengolahan Bahan pustaka terdiri dari :a. Sub Bidang Deposit,
b. Sub Bidang pengembangan dan pengolahan Bahan pustaka.

(2) sub Bidang dipimpin oreh seorang Kepara sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggunglawao
kepada Kepara Bidang Deposit, pengembangan 

da-n eengoranan Bahan pustaka.
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pasal 69

(1) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian perencanaan, 
Evaluasi dan pelaporan;

b. Sub Bagian Keuangan orn peii.n-ok.;n;"'"*,.
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.--"'

o' *?.t:tJ:H',|;ff:;::tn seorans Kepala sub Basian vans berada dibawah dan bertanssunslawab

pasal 70

(1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan pangan terdiri dari :a. Sub Bidang pemantauan prodrr,ri"oaniJ.ngan 
,rng.n,b. Sub &dang Kerawanan pangan.

(2) sub Bidang dipimpin oreh seorang Kepara sub Bidang yang berada dibawah dan bertanqguni:?,,_.i.kepada Kepata Bidang Ketersii.ri, orn i."".niriprng.n.

pasal 71

(1) Bidang Distribusi pangan terdiri dari :a Sub Bidang Analisis Distribusi pangan;
b. Sub Bidang Analisis Harga dan nties'eangan.

"' 
*?uljli:t*:'|iltulJ.,;i;.T1il1,['j.i::ub 

Bidans vans berada dibawah dan berranssunsjav,ab

pasal 72

(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan pangan terdiri dari :a. Sub Bidang Konsumsi dan e"ng.n.i.i.i;rn pangan;
b. Sub Bidang Keamanan Oan neLrensi-p-a"nirn"fr4rrvrr.trt.

(2) subBidangdipimpinoreh;:::?T-t?rgsubBidangyangberadadibawahdanberranncrunoiaq.rir
xepada Kepala Bidang Konsumsi aan xeamanan eiiian.

Bagian Ketiga belas

Badan penanaman 
Modal Daerah

pasal 73

(1) BadanPenanaman Modal Daerah terdiri atas:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Litbang
d. Bidang Informasi dan promosi:
e. Bidang perizinan;

f. Bidang pengendalian

g. Kelompok Jabatan Fungsronar.

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oreh seorang Kepara Bidang 7a:,g 
,r i .. .

85

(1)

(21

bawah dan bertanggunjawab langsung kepada Kepala Badan;

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekrelaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.

Pasal 74

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuaigan dan Program;
c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
keDada Sekretaris.

Pasal 75

Bidang Litbang terdiri dari :

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
b. Sub Bidang Pengkajian.

sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Litbang.

Pasal 76

Bidang lnformasi dan Promosi terdiri dari :

a. Sub Bidang Infoimasi;
b. Sub Bidang Promosi.

sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Informasi dan Promosi.

Pasal 77

Bidang Perizinan terdiri dari :

a. Sub Bidang Peraturan Perundang-Undangan dan Verifikasi;
b. Sub Bidang Perizinan dan Penetapan Lokasi.

sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Perizinan.

Pasal 78

Bidang Pengendalian terdiri dan :

a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
b. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan.

sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pengendalian.

(1)

(2)

(1)

(21

(1)

(2)

(1)

(2)
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Bagian Kempat belas

Kantor Penghubung pemerintah
Provinsi Sulawesi Tenggara

pasal 79

(1) Kantor penghubung pemerintah provinsi surawesi renggara rerdiri aras :a. Kepala Kantor;
b. Sekretariafi
c. Seksi penghubung Antar Lembaga;
d. Seksi promosi dan Informasi :

e. Seksi perlengkapan 
;f. Fkr! 

penghubung Surabaya;
g. Seksi penghubung Makassar.
h. Kelompok JaDatan Fungsional.

(21 Seksi sebagaimanllr1afs,uO pada_ ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepata r:,. .

bertanggungjawab tangsung repiaa xeplta irlltoi,e.nghrbrng ;,.;uii;#F,";,,r, .Tenggara.

' Bagian Kelima belas

Rumah Sakit Umum provinsi

pasal g0

(1) Rumah Sakit Umum provinsi terdiri atas:
a. Direktur Rumah Sakit:
b. Wakil Direktur pelayanan;

c. Wakil Direktur Umum dan Keuanoan
d. Wakil Direklur perencanaan dan biklat:
e. Jabatan Fungsional.

(2) wakil Dkektur-wakir Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oreh seorann ri,Direktur yang bertanggungjawab tarigsung t.p.l. oir.fi numah sakit Urnum p;ovr;s:.

Pasal 8i

(1) Wakil Direktur pelayanan terdiri dari :a. Bidang pelayanan Medis;
b. Bidang pelayanan Keperawatan:

,^, ^ : Bidang penunjang pelayanan.

tr) ur.ang drpimpin oreh seorang Kepara Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepadaWakil Direktur pelayanan.

pasal g2

(1) Bidang Pelayanan Medis terdiri dari:
a. Seksi pelayanan dan Fasilitasi Medis:

,", ^ ? Seksi pengendalian Mutu dan yanmed.
(2, beKsr orprmpin oreh seorang. l(epara seksi yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepadaKepala Bidang pelayanan Medis.

87

Pasal 83

('l ) Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari :

a. Seksi Asuhan Keperawatan;

b. Seksi Manajemen Keperawatan.

(2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.

Pasal 84

(1) Bidang Penunjang Pelayanan terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan Fasilitas Penunjang Medis;
b. Seksi Pengendalian Mutu dan Medis.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Bidang Penunjang Pelayanan.

Pasal 85

(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri dari :

a. Bagian Umum;

b. Bagian SDM;

c. Bagian Keuangan.

(2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggunglawab kepada
Kepala Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 86

(1) Bagian Umum terdiri dari :

a. Sub Bagian Administrasi dan Kelatausahaan;
b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
c. Sub Bagian Humas dan Hukum.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Eagian Umum.

Pasal 87

(1) Bagian SDM terdiri dari :

a. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Penempatan,
b. Sub Bagian Pengembangan SDM;

c. Sub Bagian Mutasi dan Akreditasi;
(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bagian SDM.

Pasal 88

(1) Bagian Keuangan terdiri dari:
a. Sub Bagian Perbendaharaan;
b. Sub Bagian Akutansi dan Verifikasi,

c. Sub Bagian Mobilisasi Dana.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bagian Keuangan.
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Pasal 89

(1) Wakil DirekturPerencanaan dan Diklal terdiri dari :

a. Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
b. Bidang Informasi dan Rekam Medis;
c. Bidang Diklat dan Utbang.

(2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Wakil Direktur perencanaan dan Dikiat. 

-

Pasal 90

(1) Bidang Perencanaan dan Evaluasi lerdiri dari :

a. Seksi Penyusunan program dan Anggaran;
b. Seksi Evaluasi dan penyusunan Laporan.

(2) seksi dipimpin oleh seorang Kepara seksi yang berada dibawah dan bertanggungjar.;ab kr;,a.i,
Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 91

Bidang lnformasi dan Rekam Medis terdiri dari :

a. Seksi Sistem Informasi dan pemasaran;

b. Seksi Rekam Medis.
seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Informasi dan Rekam Medis.

Pasal 92

Bidang Diklat dan Litbang terdiri dari :

a. Seksi Diklat;

b. Seksi Lihang dan Perpustakaan.
Seksi dipimpin oleh seorang Kepara seksi yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada

Kepala Bidang Diktat dan Lihang.

Bagian Keenam belas

Rumah Sakit Jiwa

Pasal 93

(1) Rumah Sakit Jiwa terdiri atas :

a. Kepala;
b. Sekretariat;

Seksi Penunlang dan Pelayanan Medik;
Seksi Perawatan;
Seksi Pendidikan dan Pelatihan,
Kelompok Jabatan Fungsional.

(1)

(21

(1)

(2)

c.

o.

f.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seor:nq
bertanggungiawab langsung kepada Kepala Rumah Sakit Jiwa.

(cp,i.

Bagian Ketuiuh belas

Sekretariat Eadan Koordinasi Penyuluhan Peilanian'

Perikanan dan Kehutanan

Pasal 94

(.1) sekretariat Badan Koordrnasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan danKehutananterdiriatas:

a, KePala Sekretariat;

b. Tata Usaha:

c. Bidang Ketenagaan dan Pengembangan SDM Penyuluhan;

d. Bidang Kelembagaan'

e. BidangPenYelenggaraan;

f. Bidang Sarana dan Prasarana;

g. KelomPokJabatanFungsional'

(2)Bidangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dipimpino|ehseorangKepalaBidangyang
bertingguniawab langsung kepada Kepala Sekretariat;

(3)TataUsahadipimpino|ehseorangKepa|aTataUsahayangberadadibawahdanbertanggungiawab
kepada KePala Sekretariat.

Pasal 95

(1) Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian,

b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan'

(2) Sub Bagian dipimpin oen Jeorang Kepata-Su'O Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab

Kepada Tata Usaha

Pasal 96

(1) Bidang Ketenagaan dan Pengembangan SDM Penyuluhanterdirrdari:

a. Sub Bidang Penyuluh PNS/Aparatur;

b. Sub Bidang Penyuluh Swasta/Swadaya'

(Zl SuU giOang Oipim[in oteh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungiawab

kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM Penyuluhan

Pasal 97

(1) Bidang Kelembagaan terdiri dari :

a. Sub Bidang Kelembagaan Petani;

b. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintah

(2) Sub Bidang dipimpln oteh seJrang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Kelembagaan

Pasal 98

(1) Bidang Penyelenggaraan terdiri dari :

a. Sub Bidang Tata Penyuluhan;

b. Sub Bidang Kerjasama.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungiawab

kepada Kepala Bidang Penyelen ggaraan'
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pasal 99

(1) Bidang Sarana dan prasarana 
terdiri dad :

a. Sub Bidang Teknologidan fnformasi;

,^, ^ .o_.lrb Bidang Sarana penyuluhan.

'' 
*l$:::n-:[;iltg#liU::::%f??'#;t:t*n 

vans berada dibawah dan berranssunsjawab

Bagian Kedelapan betas

Pelaksana Harian Badan Narkotika provinsi

pasal 100

('l) Pelaksana Harian Badan Narkotika provinsi terdiri atas:.a. Kepala pelaksana Harian
b. Sekretariat;
c. Bidang pencegahan;

d. Bidang Gakkum/Telematika;
e. Bidang Terapi dan Rehabilitasi.

(2) Bidang sebagaimm, 
l,::f.._r-o-,oaga rya! (i) dipimpin oteh.seorang Kepata Bicalg yangbertanggunjawab rangsung kepada Kepara peIisan'a narian Badan Narkotika provinsi;

(3) Seketariat drRmRrnrr,l"};.iljJ;9. 

fj,_..,ff:ri:iflj"ada 
dibawah dan berranssunsiawab kepada

pasal 101

(1) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum,
b. Sub Bagian perencanaan 

dan Keuangan;

,^, ^ ,..^ Sub Bagian Kepegawaian.

"' 
*?."oXnJ:U'l.H||["tn seorang Kepala sub Bagian vang Derada dibawah dan bertanggungjawab

pasal 102

(1) Bidang pencegahan terdiri dari :

a. Sub Bidang Diktat;

,^, ^ 
b._lrb Bidang penyuluhan.

''' 
*?#ff:nn:ll,lt$ffi;::'.il:ff;'" 

sub Bidans vans berada dibawah dan berranssunsjawab

pasal i03

(1) Bidang Gakkum/Tetematika terdiri dari :a SubBidang pengawasan/penindakan;

,^, ^ ,b.^lrb Bidang Humas/Dokumentasi.

''' 
*H:::n*:[#tJr,1i];:'-'-'X#:,:iX,i',:Bidans 

vans berada dibawah dan berranssunsiawab

Pasal 104

(1 ) Bidang Terapi dan Rehabilitasi terdiri dari :

a. Sub Bidang Terapi;

b. Sub Bidang Rehabilitasi Sosial.

(2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Terapi dan Rehabilitas

B agia n Ke sembil a n bel as

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Pasal 105

(1 ) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Hukum;

c. Sub Bagian Adminskasi Perizinan;
d. Sub Bagian Komunikasi.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
(3) Kepala Sekretarial Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara

Fungsional bertanggungjawab Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan secara

Administrasi kepada kepala Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 106

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Provinsi

sesuai dengan keahliannya.

Pasal 107

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin

fungsional senior yang ditunluk oleh Gubernur;

(3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan

oleh tenaga

berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja;
(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas diatur

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(5) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang'

undangan yang berlaku.
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BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

pasal 108

y:y^!l:l-1r:rrkan 
.rugas{ugas teknis operasionar yang bersifat spesifik sebagai peraksanaan

ffi._::::'i.i;iJ$:lff,J,Xiil:i'peraturan 
p.,,noang.,n"oanean yans berraku dJpat ouunt,r, unit

pasal 109

untuk meraksanakan kewenangan yang diserahkan oreh pemerintah dan urusan yang menladikewenangan kabupaten/kota y:is-r,r: i 9il.rs:.i oten liov'nsi b-erdasarkan peraturan perunoarg-

;ffi :fl iliilx ?,11il1 i:'##:THl*J['H*t'1. i i.r,' i' e'd" il. 'k;id;t.iioto 
;,,,,s

Pasal i10

l^tl!:i-utt, jenis, penjabaran-tugas dan susunan organisasi Unit petaksana Teknis Badan provirisi

;:?:,fffl?;r1r11sud 
pada paiar 108 oan pasir"rod-ieraturan 

Daerah ini diretapkan den,;:,rri

Pasal 115

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Seksi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal '116

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan
sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanlul dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada
bawahannya.

Pasal 117

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan keria.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas, kepala Unit Kerja dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

' Pasal 119

(1) Dalam hal Kepala Unit Kerja berhalangan, Sekretaris/Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan
tugas-tugas kepala Unit kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Unit Kerja dapat menunjuk Kepala
Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Unit.

Pasal 120

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan
Pemerintah Provinsi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada peiabat

dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KEPANGKATAN, PENGANGK,ATAN, ESELONISASI
DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 1 21

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Lembaga

Teknis Daerah, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

(2) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul

Sekretaris Daerah;

(3) Inspektur, Kepala Badan dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan adalah eselon ll.a;

(4) Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi adalah eselon ll.b;

(5) Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi adalah eselon ll.b;

BAB VII

TATA KERJA

pasal 111

Dalam meraksanakan tugas se!13--pimoinan Unit Kerja dan.,kelompok tenaga fungsionar wajjbmenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkroniJasi-barx oatam rrngkungan masing_masingmaupun antar satuan oroanisasi dilingkungan PJmerintah t rovrnsr serta dengan instansi diluarPemerintah provinsi sesuj tugas mastng_mastng.

(1)

(21

Pasal 112

Dalam meraksanakan tuoasnva Kepara Unit Kerja, Sekretaris dan Kepara Bidang menerapxa:rprinsrp loordinasi, itegraii dan. singkronisasi oaii internai maupun antar unit organisasi rc:.rr'i:sesuaidengantugaspokokmasing-irasing; .'- -r'rrqvHv" q"ror urrrturgdrrrsasl rc:

*l:1. ryr,roin. satuan organisasi diringkungan pemerintah provinsi wajib meraksanakanpengawasan melekat.

pasal 113

Kepala unit Kerja wajib mengawasi peraksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bira terjadi

ffiH'il::irX1i, &n?j*,lunn"o'r 
lanskahlanskah lans oipe.lukin ,.srai i.tuni,,.,i"pornouns-

. Pasal 114

Kepala unit Kerja bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing_masrng danmemberikan bimbingan serta petunjuk lerhadjp pelaksanainlugas oawahannva.

94



(6) Kepala Kantor, sekretariat KprD, sekretaris Badan, Kepara Bidang, Kepara Rumah sakit iivu"r

dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum provinsi adalah eselon ill.a;
Kepala Bagian, Kepala Bidang pada Rumah sakit umum provinsi adalah eselon lll.b:
Kepala sub Bagian dan Kepara sub Bidang ringkup Lembaga Teknis Daerah adarah Eseron rV.a;
Pejabat Eselon lll dan rv di ringkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oren

Gubernur atas usul Kepala SKpD melalui Sekrelaris Daerah;

Formasi dan persyaratan jabatan Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan

Gubernur, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Hal-hal lain yang berum diatur daram peraturan Daerah ini sepanJang mengenai peraksanaannya

akan ditetapkan dengan, peraturan/Keputusan Gubernur;

Pada saat mulai berraku peraturan Daerah ini, pejabat yang ada retap meraksanakan tugasnya
sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan Daerah ini,

Dalam hal pengembangan organisasi rnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi, jika terdapat nomenkratur/skuktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhirr
Daerah, maka dapat di rakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasat 123

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentarig,
Pembentukan organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhirdengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001, dinyatakan tidak beriaku
lagi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

penempatannya dalam Lernbaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 28 Juli 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGGAM,

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGGAM,

H. ZAINAL ABIDIN

TEMBARAN DAEMH PROVINSI SULAWESI TENGGAM
TAHUN 2008 NOMOR :5

(7)

(8)

/a\

(10) ini dengan

(1)

(2)

(3)
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LAMPIRAN | : PERATIFAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGAM

NOi,lOR : 5TAHUN2008

TA,I|GGAL : 28 JULI2008

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

INSPEKTUR

SU8 BAG,

EVALUASI DAN

PELAPORAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM
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LAMPIRAI'I ll : PERATUMNDAEMH PRoVINS|SULAWESI TENGG^.'

NOi,lOR : 5 TAHUN2008

TAt'lGGAt : 28 JULI 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

LAMPIRAN lll : PEMTURAN DAEMH PROVINSI SULAWESI TENGG/IM

NOMOR :

TANGC'AI :

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

BADAN LII.IGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

5 TAHUN 2m8
28 ru1t2008

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA

SUB BIDA,t/G

PERTAN, PERKEB,

KEHUT, PERIK.

DAN KELAUTAN

SU8 8'DANG

KESEJAHTERAAN

SOSIAL DAN

KEBUDAYMN

SUB BIDANG

PEMUKIMAN DAN

PRcSAMNA
WILAYAH

SU8 E,DArrrG

PERINDAG, KOP.

DAN KEUANGAN

DAERAH

SU8 B'DAIiG

PEMERINTAHAN,

PENOIDIKAN, DAN

KEPENDUDUMN

KEPALA

BIDANG
PENGENDALIAN

PENCEMARcN LINGK. &

PENGELOLMN LIMBAH

BIDANG
PEN&{TAN

DAN KOMUNIKASI

LINGKUNGAN

SU8 8'OANG

PEMBERDAYMN

MASYAMKAT DAN

KOMUNIKqSI

LINGKUNGAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM
H. NUR ALAM

99'

SEKRETAR/AI

FUNGSIONAT

SU8 8AG.
IJMI'M DAN

SU8 BAG.

KEUANGAN

SU8 8TG.

KEPEGAWAIAI PERENCANMI

EIDANG

EKONOMI

BIDANG

SOSIAL BUDAYA

BIDANG BIOANG

FISIK DAN

PRASARqNA

BIDANG

PENGEMBANGAN

WILAYAH

I-'EMAN IAUAN UAN

EVALUASI

I I I

SU8 B'OAI/G

STATISTIK DAN

PELAPOMN

SU8 sIDANG

PENATMN
RUANG

su8 E,oArvG

MONEV. DAN

PERENCANMN

MAKRO

su8 EroArvG

PERHUBUNGAN

SU8 SIOANG

SDA DAN

LINGKUNGAN

HIDUP

SU8 BIDAA'G

PENGELOLMN

LIMBAH DOMESTIK

DAN B-3



LAMPIRAN lV : PEMIURA|{ DAEMH pROVtNSt SULAWEST TENGGARA
NOMOR :

TANGGAL :

TAHUN 2OO8

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BIDANG

PEtvIERINTAHAN

DESA DAN KELUMHAN

BIDANG

SOSIAL BUDAYA DAN

PEMBERDAYMN

KELUARGA

SUB 8,DAI',G

LEMBAGA
KEMASYARAMTAN DAN

PENGEMBANGAN

PEDESAAI'I

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

KEPALA

SU8 EIDANG

USAHA PERKREDITAN

DAN SIMPAN PINJAM
MASYARAMI

su8 8/OAilG

PEMANFMTAN
SUMBER DAYA ALAII

DAN TEKNOLOGI

H. NUR ALAM

t00

H. NUR ALAM

I 0rl

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSISULAWESI TENGGAM
NOMOR : 5TAHUN2008
TANGGAL : 28 Jt Ll 2008

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA

BIDANC

KELUARGA BERENCANA

DAN KELUARGA

SEJAHTERA

SUB 8'DAT{G

POtITIK, SOSIAL
DAN BUDAYA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

BIDANG

PEMBERDAYMN
PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK



TAMPIRAN VI : PEMTUMN DAER,AJ.I PRoVINSI SULAWESI TENGGAT]
NOMOR : 5 TAltUN200g
TANGGAL : 28 JUL| 2000

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN

KESATUAN BANGSA. POLITIK DAN LINMAS
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SU8 8AG.
UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SU8 EIDAIIG

EVALUASI

KEEIJAMN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA.

KEPALA

SU8 SIDAIIG

HUBUNGAN

LEMBAGA LEGISLATIF

DAN PEMILU

I{. NUR ALAM

102

H. NUR ALAM

rul

IAMPIRA+I Vll : PEMTURAN Dr€RAll PROVINSI SULAWESI TENC'GARA

NoMoR: 5TMUN2008
TANGGAL : 20JUL|20$

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAI.ATESI TENGGARA

KEPALA

SU8 8AG.
KEUANGAN &

PERENCANMN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

SU8 SIDAIIG

ORGANISASI POLITIK
DAN SOSIAL

KEMASYAMMTAN



LAMPIRAN Vlll : PERATURAN DAEMH pROVtNSt SULAWEST TENGGARA
NOMOR : TAHUN 2008

T/NGGAL :

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENDIDIKAN DAN PLiATIHAN
PROVINSI SULAWESI TENGGAT{' -

KEPALA

SUB 8,DArt/G

DIKLAT MANAJEMEN
PEMB, POLITIK DALAM
NEGERI DAN KESBANG

SU8 SIDAT/G

DIKLAT

PEMERINTAHAN UMUi/
DAN OTONOMI DAERAH

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

t04

H. NUR ALAM

l0s

LAMPIRAN IX

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PEMTURAN DAEMH PROVINSI SULAWESI TENOGAI'-I

NOMOR : 5 TAHUNZnS

TANGGAL : 28 JULI 2()O8

KEPALA

EIDAI/G

POLITIK, PEMERINT,
DAN SOSIAL BUDAYA

8'DAI{G

SUMEER DAYA ALAM

OAN FISIK

SU8 EIDAIIG

EKONOMI

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA"



TAMPIRA}I X : PEMTUMN DAEMH PRoVINSI g.,t.AwESI TENGGARA
NOMOR : TMUN 2([0
TANGGAL :

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN

PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BIDANG

PEMBINAAII,
PENGAW./SUPERVISI

& PELAY. KEARSIPAN

SEKS/

PEMBINMN DAN

PELAYANAN

KEARSIPAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

KEPALA

PELES, BAHAN PUS.

& OTOMASI PERPUS

EIDANG

PENELOLAAN ARSIP
DINAMIS, STATIS &

PENGEME. KEARSIPAN

SEKS/

KELEMB. PERPUS.

& PEMEUDAYMN

H. NUR ALAM H. NUR ALAM

t07

TAMPIMN X : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGAM
NOilIOR : TAHUN 2008

TANGGAL :

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

SU8 B,DAIVG

KONSUMSI DAN

PENGANEMMGAMAN
PANGAN

su8 8,0ANG

PEMANTAUAN

PRODUKSI DAN

CADANGAN PANGAN



LAMPIMN XII : PEMTURAN oAEMH PRoVINSI SULAWESI IENGG/.I
NOMOR : TAHUN 2008L

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

BADAN pENANAMAN MoDAr bnrnen
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA

GUBEIINUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

r08 !09

LAMPIRAN XII :

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR PENGHUBUNG PEMER^rr'r.il
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PEMTURAN DAEMH PROVINSI SULAWESI TENGGAM

NOMOR : T/*|UN 2008

KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI
PENGHUEUNG

ANTAR LEMBAGA

SEKS'
PROMOSI DAN

INFORMASI

SEKSI

PERLENGMPAN

SEKSI
PENGHUBUNG

SURABAYA

SEKS'
PENGHUBUNG

MAMSSAR

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM



LAMPIRAN XV

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT JTWA

PEMTURAN DAEMH PRCIVINSI SULAWESI TENGGAM

NOMOR: 5 TAHUN2008

T/NC;G/rL : 28 JULI 2008

PROVINSI SULAWTSI TENGGARA

KEPALA

SEXS'
PENUNJANG DAN

PETAYANAN MEDIK

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM
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LAMPIMN X/l : PEMTUR{N DAERAH PROVINSI SULAWESI TENG' "'
NoI{OR : TAHUN 2008

TANGGAL :

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT

BADAN KOORDINASI PET{YULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA SEKRETARIAT

BIDANG

KETENAGMN DAN

PENGEMBANGAN SDM

PENYULUHAN

GUBERNUR SULAWESI TENGG ARA.

H. NUR ALAM
H. NUR ALAM

LAMPIRAN X/ll : PEMIURAII DAERAH PROVINSI SUI-AWESI TENGGAM
NOMOR : TMUN ZD8
TANCG{L :

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

I l_l


